



FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PBB SEBAGAI 
ORGANISASI INTERNASIONAL RESOLUSI KONFLIK RUSIA-
UKRAINA DI CRIMEA 
 
Pada Bab ini akan dijelaskan variabel eksplanasinya yang berupa faktor-
faktor yang mempengaruhi efektifitasan PBB sebagai organisasi resolusi konflik 
Rusia-Ukraina di Crimea. Pada bab ini akan menjelaskan bagaimana PBB sebagai 
organisasi resolusi konflik yang kemudian dengan faktor-faktor yang dapat 
mempengaruhi efektifitas PBB seperti proses pengambilan resolusi dan pemangku 
kepentingan. 
 
3.1. Proses Pembuatan Resolusi Konflik Rusia-Ukraina di Crimea 
 
Dewan Keamanan, Majelis Umum, dan Sekretaris jenderal PBB, mempunyai 
peran penting dalam urusan keamanan dan perdamaian internasional yang sudah 
menjadi tanggung jawab dan tujuan utama PBB. Ketiga badan utama PBB tersebut 
harus bekerjasama dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. 
Aktifitas PBB dalam dalam usaha pemeliharaan perdamaian dan keamanan 
internasional tersebut memiliki dua tanggung jawab yang berbeda, yaitu mencegah 
dan menghentikan konflik.1 Tindakan untuk menangani suatu konflik yang 
                                                             
1 Melly Aida & Ria Wierma Putri, 2014, Peran Sekretariat Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa 




(06/11/2017, 5:45 WIB) 
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dilakukan PBB sebagai berikut pencegahan konflik (conflict preventation), 
pembuatan perdamaian (peacemaking), pemeliharaan perdamaian (peacekeeping), 
penegakan hukum (enforcement), dan pembangunan perdamaian (peace-building).2  
Tabel 3.1 Pembahasan Aneksasi Crimea dalam PBB 
No Tanggal Badan 
Utama 
 Pembahasan  
1. 28 Februari 2014 DK PBB (Sidang Tertutup) 
2. 1 Maret 2014 DK PBB Laporan dari Wakil Sekretaris jenderal 
PBB mengenai kondisi di Ukraina. 
Laporan situasi di Ukraina oleh Duta Besar 
Ukraina untuk PBB. 
3. 3 Maret 2014 DK PBB Laporan perkembangan situasi di Ukraina 
berdasarkan penemuan fakta-fakta yang 
dilakukan Robert Serry dan dilaporkan 
dalam sidang oleh Asisten Sekretaris 
jenderal Politik PBB dan perkembangan 
yang telah dilakukan PBB dalam urusan 
menghubungi pihak-pihak yang terkait 
dengan krisis Ukraina.  
5. 10 Maret 2014 DK PBB (Sidang Tertutup) 
6. 13 Maret 2014 DK PBB Laporan perkembangan situasi di Ukraina 
dan pekerjaan yang dilakukan PBB 
mengenai krisis Ukraina yang disampaikan 
oleh Jeffry Feltman di bawah Sekretaris 
Jenderal untuk urusan politik PBB. 
7. 15 Maret 2014 DK PBB Pemungutan suara untuk Resolusi 
S/2014/189 yang menyangkut tentang 
kedaulatan wilayah Ukraina dan 
pengambilan langkah selanjutnya untuk 
menangani krisis Ukraina.  
8. 24 Maret 2014 Majelis 
Umum 
Pengambilan voting terhadap Resolusi 
A/RES/68/262   
 
Pertama, pembahasan tentang krisis Ukraina atas permintaan dari Duta Besar 
Ukraina untuk PBB. Negara anggota PBB yang tidak menduduki jabatan di kursi 
DK PBB diperbolehkan untuk meminta dan mendapatkan perhatian dari DK PBB 
                                                             
2 United Nations, 2004, Op.cit,  hal. 68 
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dalam urusan keamanan dan perdamaian internasional yang terjadi pada 
negaranya.3 Hal tersebut terdapat pada Pasal 35 ayat 1 Piagam PBB yang berbunyi4: 
“Any Member of the United Nations may bring any dispute, or any situation 
of the nature referred to in Article 34, to the attention of the Security Council 
or of the General Assembly.” 
 
Gambar 3.1 Alur Pembuatan Resolusi Konflik Rusia-Ukraina di Crimea 
 
Selain dapat mengajukan situasi yang harus menjadi perhatian PBB dalam 
urusan tentang keamanan dan perdamaian, negara anggota PBB juga dapat menjadi 
bagian dari sidang DK PBB untuk membahas persoalan yang telah diajukan kepada 
DK PBB. Dalam krisis Ukraina, Duta Besar Ukraina untuk PBB yang diwakili oleh 
Yuriy Surgeyev menghadiri sidang DK PBB dan mengungkapkan kodisi krisis 
                                                             
3 Sumaryo Suryokusumo, 2015, Hukum Organisasi Internasional (Hukum Perserikatan Bangsa 
Bangsa), Jakarta: PT. Tatanusa, hal.104 
4 Charter of United Nations,  
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yang ada di Ukraina. Hal ini juga sudah sesuai dengan Rules of Procedure dari DK 
PBB dalam penyelenggaraan sidang DK PBB. Hal ini tertulis pada ayat 37 di Rules 
of Procedure of Security Council5 : 
“Any member of the United Nations which is not a member of Security 
Council may be invited, as the result of decision of the Security Council, to 
participate, without vote, in discussion of any question brought before the 
Security Council when the Security Council considers that the interest of any 
member are specially effected, or when the Member bring the matter to the 
attention of the Security Council in accordance with ,article 35 (1) of the 
Charter.” 
Sekretaris Jenderal PBB telah memerintahkan Robert Serry sebagai tim 
pencaraian fakta PBB dalam konflik Rusia-Ukraina. Robert Serry merupakan 
Senior Advisor untuk Sekretaris Jenderal PBB dalam misi pencarian fakta dalam 
krisis Ukraina. Sekretaris Jenderal PBB memang mempunyai wewenang dan tugas 
untuk menunjuk Wakil Khusus untuk usaha penyelesaian damai, dalam konteks ini 
adalah pencarian fakta terhadap krisis Ukraina ini dengan rekomendasi DK PBB 
setelah mendapatkan surat dari Duta Besar Ukraina untuk PBB pada tanggal 28 
Februari 2014 dan melakukan sidang tertutup di hari yang sama juga.6  
Fakta yang didapatkan dilapangan dari misi pencarian fakta PBB yang telah 
diperintahkan oleh Sekretaris Jenderal PBB dan kegiatan jasa-jasa baik yang 
dilakukan oleh Sekretaris Jenderal PBB dilaporkan dalam persidangan DK PBB 
yang memiliki tanggung jawab utama dalam hal menjaga keamanan dan 
                                                             
5 Provisional Rules of Procedure of Security Council: Chapter VI: Conduct of Business, diakses 
dalam http://www.un.org/en/sc/about/rules/chapter6.shtml, (07/10/2017, 8:20 WIB) 
6 United Nations Ukraine, 2014, The unity and territorial integrity of Ukraine is not to be called into 
question, said Robert Serry, diakses dalam http://www.un.org.ua/en/information-centre/news/1793-
2014-03-01-17-14-20, (05/11/2017, 22:18 WIB) 
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perdamaian internasional. Kedua laporan tersebut menjadi bahan perdebatan untuk 
dibacarakan dalam meja sidang DK PBB.7  
 Beberapa fakta-fakta yang ditemukan oleh Robert Serry yang bertanggung 
jawab dan diutus oleh Sekretaris Jenderal PBB dalam misi pencarian fakta konflik 
Rusia-Ukraina di Crimea. Pertama, pada sidang tanggal 1 Maret 2014 ditemukan 
bahwa beberapa tempat-tempat umum, bandara, dan komunikasi masih ditutup dan 
dibawah kendali oleh pasukan senjata yang belum diketahui identitasnya. Sekaligus 
Sergey Aksenov meminta bantuan kepada Vladimir Putin untuk membantu 
menstabilkan kondisi perdamaian di wilayah Crimea. Adanya penambahan pasukan 
militer Rusia di wilayah Crimea menunda pengembalian situasi di Ukraina.8 Kedua, 
pada ada sidang tanggal 3 Maret 2014 dilaporkan oleh Oscar Fernandez-Taranco 
yang merupakan asisten Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Politik bahwa 
adanya kenaikan jumlah pasukan militer Rusia di wilayah Crimea dan adanya upaya 
perebutan gedung pemerintahan oleh kelompok-kelompok demonstran lokal di 
wilayah timur Ukraina.9 Ketiga, pada sidang tanggal 13 Maret 2014 dilaporkan oleh 
Jeffrey Fletman, bahwa usaha perebutan dan pemblokiran pangkalan-pangkalan 
militer Ukraina dan gedung-gedung fasilitas Ukraina di Crimea terus berlanjut. 
Beberapa laporan mengatakan bahwa sebuah rumah sakit militer telah diambil alih 
oleh pasukan militer yang tidak dikenal. Pada tanggal 11 Maret, dilaporkan bahwa 
pihak berwenang Crimea menutup zona terbang semua penerbangan komersial 
                                                             
7 Ibid. 
8 United Natons Security Council, 7124th Meeting S/PV.7124, diakses dalam 
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-




kecuali penerbangan ke dan dari Moskow.10 Keempat, sidang terakhir pada tanggal 
15 Maret 2015 merupakan sidang pengambilan voting tentang Resolusi S/2014/189 
di DK PBB.11  
Tabel 3.2 Fakta di Lapangan yang Dilaporkan oleh Tim Pencari Fakta 
Tanggal Fakta dilapangan 
1 Maret 2014 - Tempat-tempat umum, bandara, dan satelit komunikasi 
ditutup dan dikuasai oleh pasukan bersenjata yang belum 
diketahui identitasnya. 
- Adanya penambahan pasukan militer Rusia di wilayah Crimea 
menunda pengembalian situasi di Crimea 
3 Maret 2014 - Adanya kenaikan jumlah pasukan Rusia di wilayah Crimea 
- Adanya upaya untuk merebut gedung pemerintahan di 
beberapa wilayah timur Ukraina yang memperburuk keadaan 
13 Maret 2014 - Adanya usaha perebutan pangkalan-pangkalan militer 
Ukraina dan gedung-gedung fasilitas umum Ukraina di 
Crimea 
- Penutupan zona terbang di sekitar wilayah Crimea untuk 
seluruh penerbangan komersial kecuali penerbangan dari 
Moskow, Rusia. 
 
 Sekretaris Jenderal PBB untuk tanggung jawab politik secara eksplisitnya 
telah melakukan jasa-jasa baik (good offices) dalam krisis Ukraina untuk mencapai 
penyelesaian sengketa secara damai. Beberapa jasa-jasa baik telah dilakukan dalam 
krisis Ukraina untuk kasusu aneksasi Crimea ini. Pertama, melakukan komunikasi 
dan meminta Presiden Rusia, Vladimir Putin untuk melakukan dialog dengan 
pemerintahan di Kiev secepatnya agar meredam situasi di Ukraina. Kedua, 
melakukan kunjungan, berkomunikasi, dan berdialog dengan pemerintahan negara 
tidak dikenal yang bernama Republik Crimea untuk menahan aksi-aksi yang dapat 
menimbulkan peperangan yang lebih besar. Ketiga, mengunjungi Kiev dan 
                                                             
10 7125th Security Council Meeting S/PV.7125, hal.2, diakses dalam 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7125, (14/09/2017, 8:34 WIB) 
11 7134th Security Council Meeting S/PV.7134, hal.2, diakses dalam 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7134, (14/09/2017, 8:39 WIB) 
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pemerintahan Ukraina untuk mencari fakta-fakta dilapangan dan berkomunikasi 
kepada pemerintahan sah Ukraina untuk melakukan negosiasi dan menyelesaikan 
konflik secara damai.12  
Tabel 3.3 Jasa-jasa Baik Sekretaris Jenderal PBB dalam Konflik Rusia-Ukraina di 
Crimea 
No Jasa-jasa Baik Sekretaris Jenderal PBB dalam Konflik Rusia-Ukraina di 
Crimea 
1. melakukan komunikasi dan meminta Presiden Rusia, Vladimir Putin untuk 
melakukan dialog dengan pemerintahan di Kiev secepatnya agar meredam 
situasi di Ukraina 
2. melakukan kunjungan, berkomunikasi, dan berdialog dengan pemerintahan 
negara tidak dikenal yang bernama Republik Crimea untuk menahan aksi-aksi 
yang dapat menimbulkan peperangan yang lebih besar 
3. mengunjungi Kiev dan pemerintahan Ukraina untuk mencari fakta-fakta 
dilapangan dan berkomunikasi kepada pemerintahan sah Ukraina untuk 
melakukan negosiasi dan menyelesaikan konflik secara damai 
 
 Data-data fakta yang telah didapatkan oleh Robert Serry dan tindakan-
tindakan good offices yang telah dilakukan Sekretaris Jenderal PBB ini kemudian 
disajikan dalam sidang DK yang membahas tentang konflik Rusia-Ukraina di 
Crimea. Pada persidangan DK PBB, terdapat pertentangan pendapat antara negara 
                                                             
12 Lihat laporan hasil sidang ke-7124 DK PBB mengenai laporan yang dijelaskan oleh Deputy 
Secretary General tentang misi penemuan fakta Ukraina yang dilakukan Robert Serry yang 
berhubungan dengan Crimea. 
 7124th Security Council Meeting S/PV.7124, hal. 2,  diakses dalam 
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-
CF6E4FF96FF9%7D/s_pv_7124.pdf, (14/09/2017, 22:16 WIB) 
Lihat laporan pada sidang ke-7125 DK PBB mengenai tentang Sekretaris jenderal PBB berusaha 
menghubungi dan melakukan diplomasi kepada Vladimir Putin untuk menahan segala tindakan yang 
dapat memperkeruh keadaan dilapangan. 
7125th Security Council Meeting S/PV.7125, hal.2, diakses dalam 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7125, (14/09/2017, 8:34 WIB) 
Lihat laporan yang disampaikan oleh Under-Scretary General for Political Affair pada kerja yang 
telah dilakukan oleh PBB yaitu bahwa Sekretaris jenderal PBB telah melakukan komunikasi dan 
diplomasi kepada aktor-aktor yang terlibat dalam krisis Crimea dengan tujuan untuk melakukan 
resolusi damai 
7134th Security Council Meeting S/PV.7134, hal.2, diakses dalam 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7134, (14/09/2017, 8:39 WIB) 
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yang menganggap tindakan Rusia tersebut merupakan salah satu jenis tindakan 
agresi, ada pula yang menolak hal tersebut. Ukraina menyampaikan bahwa pasukan 
militer Rusia telah masuk secara ilegal. Beberapa hukum internasional telah 
dilanggar oleh Rusia sendiri. Hukum internasional yang telah dilanggar oleh Rusia 
terdiri dari prinsi dasar PBB, maupun beberapa perjanjian multilateral dan bilateral 
yang telah disepakati oleh Rusia sebelumnya.13 
Rusia sebagai salah satu anggota tetap DK PBB telah melanggar prinsip dasar 
Piagam PBB yang terdapat pada Pasal 2 ayat 4 yang berbicara tentang larangan 
untuk menggunakan tindakan militer untuk melanggar dan merebut batasan atau 
wilayah suatu negara.14 Sebelumnya memang terjadi peningkatan jumlah pasukan 
militer Rusia di perbatasan Rusia-Ukraina. Dalam kurun waktu tanggal 28 Februari 
sampai 12 Maret, pasukan militer Rusia bertambah dari 2.000 pasukan menjadi 
80.000.15 
Tidak hanya itu, atas dasar permintaan dari Perdana Menteri dari ‘negara yang 
tidak dikenal’ Republik Crimea, Rusia mengirimkan tentaranya sebanyak 30.000 
ke semenanjung di tepi Laut Hitam.16 Selanjutnya pada 22 Maret 2014 pasukan 
Rusia merebut pangkalan yang bukan termasuk pangkalan militer yang di sewa 
Rusia.17 Rusia merebut pangkalan Belbek di Crimea yang sebelumnya angkatan 
                                                             
13 United Natons Security Council, 7124th Meeting S/PV.7124, diakses dalam 
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-
CF6E4FF96FF9%7D/s_pv_7124.pdf, (14/09/2017, 22:16 WIB) 
14 Lihat Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB 
15 Tim Shipman & Will Stewart, Op.cit. 
16 Kompas dalam U.R.N.M Hanifah, 2014, Embargo Ekonomi Sebagai Strategi Konfrontasi Uni 
Eropa Terhadap Rusia Pada Masa Konflik Ukraina 2013-2015, Skripsi, Malang: Hubungan 
Internasional. Universitas Muhammadiyah Malang 
17 Pangkalan yang dapat digunakan oleh Rusia dalam perjanjian sewa dengan Ukraina adalah 
pangkalan Sevastopol, Teluk Seltan, dan Teluk Karantina 
Refworld, Chronology for Crimean Russians in Ukraine, 2004, diakses dalam 
http://www.refworld.org/docid/469f38ec2.html (01/12/2017, 14:07 WIB) 
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laut Rusia menyerbu angkatan laut Savastovol Ukraina.18  Tidak berhenti di situ 
pada 21 Maret 2014 Rusia merebut kapal selam milik Ukraina di wilayah tersebut.19  
Rusia sendiri menganggap bahwa pengangkatan Presiden Ukraina yaitu Petro 
Poreshenko merupakan tindakan yang ilegal dan menghianati referendum Ukraina 
sendiri karena seharusnya pemilihan presiden Ukraina yang baru terjadi di tahun 
2015 bukan pada tahun 2014. Kemudian, Rusia sendiri menuduh negara-negara 
Barat, terutama Uni Eropa melakukan intervensi terhadap penggulingan atau kudeta 
yang terjadi pada Presiden Ukraina sebelumnya, Viktor Yanukovych. Rusia juga 
menuduh beberapa negara di Eropa telah memperparah situasi yang ada. Akibatnya 
menimbulkan protes dari bagian wilayah Ukraina sebelah timur yang dekat dengan 
Rusia karena kebanyakan penduduk etinis Rusia menetap di daerah-daerah tersebut 
termasuk Crimea. Bagi Rusia, tidakan yang dilakukan kelompok di Crimea tersebut 
merupakan salah satu bentuk penentuan nasib sendiri oleh warga di Crimea.20 
Piagam PBB juga membicarakan persoalan tentang hak penentuan nasib 
sendiri. Hak penentuan nasib menurut PBB bertujuan untuk membebaskan negara-
negara dari penjajahan. Pada 14 Desember 1960, Majelis Umum PBB telah 
menyetujui “Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan Kepada Negara-negara 
dan Bangsa Terjajah”. Deklarasi ini memuat tentang prinsip-prinsip untuk 
mendasari penentuan nasib sendiri. Terdapat dua prinsip yang harus digarisbawahi 
yang menyangkut tentang konflik Rusia-Ukraina di Crimea. Pertama, penentuan 
nasib menurut piagam PBB dapat diserahkan kewenangannya kepada rakyat 
(bangsa) ketika wilayah tersebut tak berpemerintahan. Tindakan militer terhadap 






suatu bangsa yang belum merdeka harus dihentikan.21 Namun, wilayah Crimea 
bukanlah wilayah tanpa pemerintah. Crimea merupakan wilayah ontonom dari 
pemerintahan Ukraina.   
Alasan Rusia selanjutnya dalam menurunkan pasukan militer di wilayah 
Crimea, Ukraina merupakan alasan yang tidak mendasar menurut laporan the High 
Comissioner of National Minorities of The Organizational Security and Co-
orperation in Europe (OSCE) etnis minoritas yang ada di Crimea adalah etnis 
Tartar yang merupakan etnis pribumi dari wilayah tersebut. Pada pertemuan 
sebelumnya Rusia mengungkapkan bahwa alasan Rusia sendiri untuk menurunkan 
pasukan militernya adalah untuk melindungi etnis minoritas Rusia yang ada di 
Crimea padahal etnis minoritas di Crimea bukanlah etnis Rusia namun etnis Tartar 
Crimea yang merupakan pribumi di Crimea.22  
Vladimir Putin, Presiden Rusia sendiri dalam pidatonya di Crimea juga 
secara tidak langsung membenarkan pernyataan OSCE tersebut. Vladimir Putin 
menyatakan bahwa kurang lebih dari 86 persen penduduk Crimea mengikuti 
pemilihan yang menentukan terhadap nasib Crimea tersebut. Dari jumlah penduduk 
yang memilih, 96 persen memilih untuk bergabung dengan Rusia. Crimea sendiri 
pada tahun 2014 tercatat bahwa terdapat 2,2 juta jiwa yang menduduki wilayah 
tersebut. Sebanyak 1,5 juta merupakan bangsa Rusia, 350 ribu merupakan bangsa 
Ukraina, dan sekitar 290 ribu sampai 300 ribu merupakan bangsa Tartar Crimea 
yang merupakan penduduk asli dari wilayah tersebut.23 
                                                             
21 Sumaryo Suryokusumo, 2012, Op.cit, hal 176 
22 Ibid. 
23 Bashir Mohamad Mansor Basalamah, 2015, Vladimir Putih : Pidato Bersejarah Presiden Rusia, 
Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hal. 105 
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Amerika serikat sendiri yang diwakili oleh Samantha Power, Duta Besar 
Amerika Serikat di PBB menyatakan bahwa perbuatan Rusia dalam mengintervensi 
Ukraina di Crimea tanpa ada dasar landasan yang legal membuat Rusia telah 
menghianati kesepakatan untuk menghormati wilayah teritorial Ukraina. Amerika 
Serikat sendiri mendukung tuntutan Ukraina yang telah dipaparkan selama 
pertemuan pertama yang membahas tentang intervensi Rusia di wilayah Ukraina. 
Bagi Amerika Serikat perbuatan Rusia merupakan suatu perbuatan yang dapat 
mengancam stabilitas wilayah Ukraina sendiri dan mengancam perdamaian yang 
ada.24 
Sepakat dengan Amerika, Inggris mendukung tuntutan yang dibawa 
Ukraina pada pertemuan DK PBB. Inggris juga menganggap bahwa perbuatan yang 
dilakukan Rusia dalam mengintervensi Crimea yang merupakan wilayah bagian 
dari Ukraina merupakan hal yang melanggar wilayah teritorial. Sebagai negara 
yang merupakan anggota tetap dari DK PBB, seharusnya hal tersebut tidak 
dilakukan oleh Rusia. Inggris sendiri telah berupaya untuk menurunkan tensi yang 
terjadi di Crimea antara Rusia dengan Ukraina. Inggris sendiri berupaya untuk 
melobi negara-negara di Eropa untuk menyelesaikan situasi yang memanas dengan 
kepada dingin dan tanpa mengangkat senjata.25 
Prancis yang merupakan negara anggota Uni Eropa, juga sepakat dengan 
Amerika dan Inggris bahwa tindakan Rusia kepada Ukraina di wilayah Crimea 
merupakan sebuah ancaman bagi kemerdekaan wilayah teritorial daripada negara 
tersebut. Permasalahan yang terjadi di Ukraina bukan masalah prihal negara 





tersebut memilih untuk masuk dalam kubu Barat atau Timur. Namun, permasalahan 
di Ukraina merupakan permasalahan hak warga negara Ukraina sendiri untuk 
memilih kemana negara tersebut ingin berintegrasi dengan badan regional yang 
diinginkan. Perbuatan yang dilakukan Rusia terhadap wilayah teritorial Ukraina 
dapat mengancam kemerdekaan rakyat Ukraina sendiri untuk terbebas dari 
ancaman peperangan.26 
Negara-negara lain juga menguatkan pendapat Ukraina tentang perilaku 
Rusia di negara tersebut. Negara-negara seperti Ruanda, Yordania, Korea Selatan, 
Nigeria, Chili, Australia, Lituania, Chad, Argentina, menolak untuk diadakannya 
referendum Crimea karena referendum tersebut dinilai tidak sesuai dengan undang-
undang pemerintahan Ukraina yang dianggap sah. Negara-negara tersebut sepakat 
dengan Amerika, Prancis, dan Inggris bahwa tindakan Rusia tersebut merupakan 
tindakan yang dapat mengancam perdamaian dan melanggar prinsip dasar PBB.27  
China sendiri sebagai negara yang biasanya menjadi ‘teman’ Rusia dalam 
perundingan di DK PBB menjelaskan bahwa China mendukung segala upaya 
penyelesaian krisis dengan cara damai dan tanpa adanya peperangan senjata. China 
menganggap krisis ini merupakan krisis yang kompleks karena melibatkan faktor 
sejarah dan situasi terkini di Crimea, Ukraina sendiri. Sehingga China memilih 
untuk tidak ikut campur atau abstain dalam permasalahan kali ini.28 
 DK PBB memiliki fungsi dan kekuasaan yang hampir semuanya 
bersangkutan dengan urusan keamanan dan perdamaian internasional. DK PBB 






telah melakukan fungsinya sebagai fungsi delebratif dimana DK PBB menyediakan 
arena yang membahas tentang krisis Ukraina. Namun dengan adanya veto Rusia, 
DK PBB gagal untuk mengambil resolusi S/2014/189 tentang teritorial wilayah 
Ukraina. Sehingga dua fungsi penting lainnya gagal dilakukan yaitu fungsi 
penyelesaian senketa dan fungsi pemaksaan. Karena hanya DK PBB-lah yang dapat 
melakukan itu.29  
Tabel 3.4 Voting Resolusi S/2014/189 dalam DK PBB 
Anggota DK PBB Hasil Voting 
Setuju Abstain Tidak Setuju  
Ameirka Serika V   
Argentina V   
Australia V   
Chad V   
Chili V   
China  V  
Federasi Rusia   V (veto) 
Inggris V   
Korea Selatan V   
Lituania V   
Luxembourg V   
Nigeria V   
Rwanda V   
Prancis V   
Yordania V   
 
 DK PBB memiliki fungsi pemaksaan atau enforcement function yang dapat 
memberikan sanksi kepada negara yang melanggar atau menimbulkan ancaman 
terhadap keamanan dan perdamaian internasional. Pertama-tama DK PBB harus 
                                                             
29 Lihat fungsi dan kekuasaan DK PBB terdapat empat fungsi dan kekuasaan : Fungsi delebratif, 
fungsi organisasi, fungsi penyelesaian sengketa, dan fungsi pemaksaan.   
Sumaryo Suryokusumo, Op.cit, hal.  
Lihat essai Alexander Nekrassov yang menyatakan tentang veto Rusia yang menyebabkan DK PBB 
gagal untuk mengambil langkah selanjutnya untuk kasus aneksasi Crimea. 
Alexander Nekrassov, Op.cit. 
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memastikan adanya ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional 
tersebut terlebih dahulu. Kemudian, setelah dapat menentukan adanya ancaman 
tersebut, DK PBB baru dapat memberikan sanksi berupa sanksi ekonomi ataupun 
sanksi militer.30 Karena DK PBB gagal untuk mengeluarkan resolusi tentang 
integritas teritorial wilayah Ukraina, maka resolusi diajukan ke Majelis Umum PBB 
dalam sidang pleno.31 
Sidang pleno atau Sidang Majelis Umum PBB akan dihadiri oleh seluruh 
negara anggota PBB. Sidang pleno merupakan pengesahan pembahasan dari 
sidang-sidang yang diadakan oleh badan-badan lainnya yang menjadi bagian dari 
Majelis Umum PBB. Pada sidang pleno ini, Majelis Umum PBB juga akan 
mengesahkan laporan-laporan yang disampaikan oleh Badan-Badan Utama PBB 
lainnya, termasuk laporan Sekretaris Jenderal PBB mengenai organisasi kerja 
PBB.32  
Majelis Umum PBB mengambil resolusi memanggil seluruh negara anggota 
PBB untuk tidak mengakui keberadaan negara baru yaitu Crimea Republik. 
Resolusi ini diambil pada Sidang Pleno Majelis Umum PBB yang ke-80. Dalam 
sidang pleno ini Majelis Umum PBB hanya bisa memberikan rekomendasi tentang 
resolusi A/68/L.39 yang memuat tentang integritas wilayah Ukraina. Hal ini 
menggambarkan fungsi Majelis Umum sebagai fungsi penyelesaian sengketa 
secara damai dimana fungsi ini Majelis Umum PBB dapat memberikan 
                                                             
30 Ibid. 
31 Alexander Turchinov, Op.cit 
32 Sumaryo Suryokusumo, 2015, Op.cit, hal. 40-41 
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rekomendasi kepada negara-negara anggota PBB tentang masalah keamanan dan 
perdamaian internasional yang sudah tertulis di Resolusi A/68/L/39.33 
 
 
3.2. Veto Rusia Terhadap Resolusi Pada DK PBB dan Kepentingan Rusia 
Beberapa negara terlibat dalam konflik Rusia-Ukraina, namun tidak secara 
langsung. Negara-negara tersebut juga merupakan negara-negara yang duduk di 
kursi DK PBB baik anggota tetap maupun anggota tidak tetap. Negara-negara yang 
terlibat tersebut diantaranya adalah Rusia yang mengambil hak vetonya dalam 
resolusi yang dikeluarkan DK PBB. Negara-negara yang bergabung dengan Uni 
Eropa antara lain Inggirs, Prancis, Luxembourg, Lithuana, Amerika Serikat, dan 
Ukraina.34 Negara-negara tersebut memiliki kepentingan masing-masing di konflik 
Rusia-Ukraina di Crimea. 
  Rusia menggunakan hak veto-nya untuk menggugurkan resolusi DK PBB 
tentang integrasi wilayah Ukraina. Penggunaan kekerasan dan ancaman yang 
dilakukan Rusia di Ukraina merupakan salah satu tindakan yang dapat merusak 
                                                             
33 Baca buku Sumaryo Suryokusumo tentang sidang pleno Majelis Umum yang dapat 
menyampaikan laporan-laporan dari badan-badan utama PBB  
Sumaryo Suryokusumo, Op.cit, hal. 41 
Baca pula buku Sumaryo Suryokusumo tentang fungsi penyelesaian sengketa secara damai Majelis 
Umum PBB yang dapat memberikan rekomendasi kepada DK PBB dan negara anggota PBB dalam 
hal penyelesaian sengeketa secara damai. 
Sumaryo Suryokusumo, Op.cit, hal. 30 
Baca Alexander Turchinov bahwa dalam sidang Majelis Umum negara-negara PBB mengasingkan 
Rusia dalam urusan sengketa aneksasi Crimea oleh Rusia pada krisis Ukraina 
Alexander Turchinov, Op.cit 
34 Baca skripsi U.R.N.M Hanifah yang menyatakan bahwa konflik di Ukraina merupakan konflik 
antara Rusia-Uni Eropa karena akan kepentingan gas alam kedua kekuatan adidaya dunia tersebut 
U.R.N.M Hanifah, 2014, Embargo Ekonomi Sebagai Stratego Konfrotasi Uni Eropa Terhadap 
Rusia Pada Masa Konflik Ukraina 2013-2015, Skripsi, Malang: Hubungan Internasional, 
Universitas Muhammadiyah Malang, hal. 54 
Baca skripsi Arum Putri Perdanasari yang menyatakan bahwa Amerika Serikat juga terlibat dalam 
dinamika konflik Rusia-Ukraina tersebut dengan cara memperkuatan persenjataan militer 
pemerintah Ukraina 
Arum Putri Perdanasari, Op.cit, hal. 72 
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sistem internasional. Aneksasi Crimea dari Ukraina yang dilakukan Rusia sangat 
jelas merupakan sebuah pelanggaran hukum internasional. Pelanggaran tersebut 
terlihat dalam beberapa hal yang telah dilakukan oleh Rusia terhadap pelanggaran 
wilayah teritorial Ukraina. Pertama, intervensi militer Rusia terhadap Ukraina. 
Kedua, aneksasi wilayah Crimea dari Ukraina dan kemudian Rusia memasukkan 
wilayah tersebut kedalam Federasi Rusia.35  
Tidak ada dalih yang dapat membenarkan alasan Rusia untuk melakukan 
kedua tindakan tersebut kepada Ukraina. Pertama, larangan penggunaan senjata dan 
kekerasan untuk mengambil wilayah teritorial negara lain. Hal ini terkandung 
dalam piagam PBB pada Pasal 2 Ayat 4. Larangan penggunaan senjata dan 
kekerasan untuk mengambil wilayah teritorial tersebut juga merupakan norma 
kebiasaan yang harus ditaati dalam hukum internasional. Larangan penggunaan 
kekerasan dalam hukum kebiasaan internasional berlaku terpisah dari hukum 
perjanjian internasional bahkan di mana kedua sumber undang-undang tersebut 
mengandung konten yang sama. Akibatnya, intervensi militer Rusia di Ukraina 
telah melanggar kedua sumber hukum, pasal 2 (4) Piagam PBB dan norma 
pertaruhan yang sesuai dari hukum kebiasaan internasional.36 
Kemudian, Rusia berdalih bahwa penggunaan aksi kekerasan dan 
pengiriman pasukan militer Rusia digunakan untuk melindungi etnis Rusia yang 
ada di Crimea. Hukum pengecualian dalam penggunaan militer dan kekerasan 
memang ada. Hak untuk melindungi diri sendiri terdapat pada Pasal 51 Piagam 
                                                             
35 United Nations, 2014, Security Council Fails to Adopt Text Urging Member States Not to 
Recognize Planned 16 March Referendum in Ukraine’s Crimea Region, diakses dalam 
http://www.un.org/press/en/2014/sc11319.doc.htm, (07/10/2017, 7:34 WIB) 
36 Madeline Olliver, 2015, An International Legal Analysis of Russia’s Intervention in Ukraine, 
Disertasi, New Zaeland: the University of Otago, hal, 19 
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PBB. Namun, permasalahannya adalah ketika Rusia ingin melindungi etnis Rusia 
yang ada di Crimea yang bertahun-tahun menetap dan tinggal di sana, mayoritas 
etnis Rusia tersebut secara hukum merupakan warga negara Ukraina, bukan Rusia. 
Sehingga, dalam hal ini Rusia telah melanggar 2 hukum internasional yaitu 
pelarangan menggunakan militer dan kekerasan untuk merebut wilayah teritorial 
negara lain dan pelanggaran terhadap hukum pengecualian penggunaan senjata dan 
kekerasan untuk melindungi diri sendiri.37  
Ukraina merupakan negara yang sangat penting bagi Rusia. Pertama, 
Ukraina sebagai geostrategis Rusia. Pandangan geopolitik Rusia untuk sekarang 
bukanlah lagi tentang penyebaran paham atau ideologi komunis yang telah 
dilakukan Uni Soviet sebelumnya. Geopolitik Rusia cenderung berupa penguasaan 
ekspor minyak yang memang Rusia merupakan salah satu negara pengekspor 
minyak tersebsar di dunia dan Ukraina memiliki pipa gas alam di bawah tanah 
wilayah Ukraina  yang menyalurkan gas alam ke negara-negara pengekspor gas 
alam Rusia terutama pasar Eropa.38 Sebanyak 50% gas alam Rusia yang setara 
dengan total konsumsi gas alam di Uni Eropa sebanyak 26%, di ekspor ke Eropa.39 
Lebih dari 80% gas alam Rusia yang disalurkan ke wilayah negara-negara Uni 
Eropa melalui pipa-pipa yang ada di Ukraina.40 Kedua, wilayah Ukraina merupakan 
wilayah yang membatasi Rusia dengan Uni Eropa yang keduanya memiliki great 
power yang menjadi penyangga bagi Rusia. Di Ukraina terdapat pangkalan armada 
laut hitam milik Rusia yang biasanya disebut Black Sea Fleet Sevastopol Crimea 
                                                             
37 Ibid, hal. 20 
38 Ahmad Yoni Setiawan, Op.cit, hal. 53 




yang merupakan pangkalan militer penting untuk Rusia. Rusia pernah 
memanfaatkan pangkalan militer di Crimea untuk menyerang Georgia pada tahun 
2008.41 Sekaligus pangkalan armada laut hitam tersebut digunakan Rusia untuk 
mengendalikan sumber daya energi di sekitar Laut Kasipa dan Kaukasus.42 
 
 
Gambar 3.3 Pipeline Gas Alam Rusia Menuju Negara-negara di Eropa
43
 
Mayoritas negara Uni Eropa pun memiliki ketergantungan terhadap gas 
alam yang diekspor dari Rusia ke Ukraina. Eropa memasok sekitar 40% gas alam 
dari Rusia.44 Sebelumnya, Rusia sering menggunakan ancaman untuk mengurangi 
atau menghentikan pengiriman gas alam kepada Uni Eropa untuk memenuhi 
                                                             
41 Steven Pifer dalam Ahmad Yoni Setiawan 
42 Jeff Martin dalam Ahamad Yoni Setiawan, Op.cit, hal. 59 
43 Robert Kaplan, 2013, Russia’s Pipeline of Empire, diakses dalam 
http://www.aworldincrisis.org/2013/11/14/russias-pipelines-empire/, (21/11/2017, 23:06 WIB) 
44 Tia Mutiasari dalam U.R.N.M Hanifah, Op.cit, hal. 48 
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kepentingan Rusia.45 Beberapa negara yang ada di kuris anggota DK PBB termasuk 
negara-negara Uni Eropa Inggris, Prancis, Lithuania, Luxembourg. Lithuania 
merupakan salah satu negara yang memiliki ketergantungan tinggi dengan gas alam 
dari Rusia. Ketergantungan akan gas alam Lithuania terhadap gas alam dari Rusia 
sebanyak 80% dari total keseluruhan gas alam yang didapatkan oleh negara 
tersebut.46  
Amerika Serikat sendiri memiliki kepentingan tersendiri di Ukraina. 
Berbeda dengan Rusia yang merupakan negara great power terhadap sumber daya 
alam minyak dan gas alamnya, Amerika merupakan salah satu negara great power 
terhadap pengaruhnya di dunia.47 Kepentingan Amerika Serikat di Ukraina salah 
satunya adalah untuk mempersempit pengaruh Rusia di Eropa Timur terutama 
keberadaan Rusia di Ukraina. Amerika Serikat menggunakan penyebaran 
pengaruhnya termasuk ke negara-negara bekas Soviet melalui dukungan Amerika 
Serikat kepada perluasan keanggotaan NATO. Melalui perluasan keanggotaan 
NATO Amerika Serikat bekerjasama dengan Rumania dalam hal militer dan 
membangun pangalan militer Amerika untuk fasilitas perisai rudal NATO.48  
 
Pada intinya, bab ini menjelaskan bagaimana proses pembuatan resolusi 
konflik Rusia-Ukraina di crimea yang terjadi dalam PBB. Dalam pembuatan  
resolusi konflik Rusia-Ukraina di Crimea yang dikeluarkan, dibutuhkan kerjasama 
antara ketiga badan yang memiliki tanggung jawab pada urusan perdamaian. Ketiga 
                                                             
45 U.R.N.M Hanifah, Op.cit, hal. Hal 6 
46 European Council on Foreign Relations, 2006, BBCNews, diakses dalam 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7817043.stm, (11/21/2017, 18:11 WIB) 
47 U.R.N.M Hanifah, Op.cit, hal. 54 
48 Arum Putri Perdanasari, Op.cit, hal. 62 
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badan utama tersebut adalah DK, Majelis Umum dan Sekretaris Jenderal. Sehingga 
untuk melihat efektivitas PBB untuk menjadi organisasi internasional resolusi 
konflik tidak dapat hanya dilihat dari DK saja. Walaupun DK memiliki tanggung 
jawab utama dalam urusan perdamaian internasional.  
Adanya sebuah bentuk kerjasama yang mempengaruhi terbentuknya 
resolusi konflik Rusia-Ukraina di Crimea. Sekretaris Jenderal melakukan jasa-jasa 
baiknya untuk bernegosiasi dan berkomunikasi dengan aktor-aktor terlibat dalam 
konflik. Hal tersebut dilakukan untuk meminta kepada mereka untuk berdialog dan 
membicarakan jalan damai terhadap konflik. Selain itu Sekretaris Jenderal juga 
membuat tim pencari fakta PBB dalam konflik Rusia-Ukraina di Crimea yang 
kemudian fakta-fakta tersebut dilaporkan dalam persidangan DK. Sehingga, DK 
mendapatkan gambaran yang jelas dari konflik di lapangan. 
DK sendiri sebagai pemegang tanggung jawab utama mengadakan sidang 
dan menerima surat dari Duta Besar Ukraina di PBB. Kemudian, dari surat tersebut 
Ukraina mendapatkan perhatian DK dan DK melaksanakan sidang untuk 
membicarakan persoalan tersebut. Karena adanya hak veto yang diambil Rusia, DK 
gagal mengambil resolusi tersebut. Kegagalan untuk mengambil resolusi ini, maka 
DK gagal untuk dapat melaksanakan fungsi yang dapat memaksa negara-negara 
untuk menaati resolusi tersebut. 
Resolusi tersebut kemudian dilemparkan kepada Majelis Umum sebagai 
rekomendasi saja. Karena kekuatan resolusi Majelis Umum dalam konteks 
eksternal PBB hanya bersifat rekomendasi. Sehingga, resolusi secara tidak 
langsung dapat ditaati maupun tidak harus ditaati oleh negara-negara anggota PBB. 
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Pada bab selanjutnya penulis akan mencoba menganalisa bagaimana 
efektivitas PBB sebagai organisasi resolusi konflik dalam menghadapi konflik 
Rusia-Ukraina di Crimea. Analisa tersebut akan menggunakan teori efektivitas 
organisasi internasional dan konsep peran organisasi internasional. Analisa juga 
akan dibangun dengan data-data yang sudah dijelaskan pada bab II dan bab III.  
 
